LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS

JOMOR : 38 TAHUN 2002 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 16 TAHUN 2002

- TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
1 NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN
1 DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

Qenimbang . a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang

'_ Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi
sumber pendapatan asli daerah ;

b. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai  penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk




memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab ;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor
4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C perlu
diadakan perubahan sesuai dengan
perkembangan keadaan dan perekonomian
sekarang ini, sejalan dengan berlakunya Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan ¢ di atas, maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Nias tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan

Galian Golongan C ;

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000  tentang  Perubahan  atas
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Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20

tentang Kewenangan Pemerintan dgo
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otononrll
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; ’
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun ,2001
tentang  Pembinaan dan Pengawasan 5t

Penyelenggaraan Pemerintahan Daer:;
(Lembaran Negara Tahun 200] Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); ’
Peraturan .Pemerintah Nomor 65 Tahun :2001
;%rgzlinﬁ Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
ey ;);1;(;3 ;1 18, Tambahan Lembaran Negara
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
;’entang Teknik  Penyusunan Peraturan
erundang-undangan  dap Bentuk Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peratu%an
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Pemerintah dan  Rancangan  Keputusan
Presiden ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172
Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang
Wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata
Cara Pembukuan ; _

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pajak Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Penerimaan Lain-lain ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8
Tahun 1993 tentang Penghunjukkan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah yang memuat ketentuan Pidana
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993
Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4
Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13
Tahun 1999, Seri A Nomor 2 ) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001
‘Nomor 11) ;
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN NiAS NOMOR 4
TAHUN 1998 TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C.

Menetapkan

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 1998
tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 1999, Sert A Nomor 2
), khusus ketentuan Pasal 5 diubah sebagai berikut :

Pasal §

Tarif . pajak ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen), kecuali untuk
kebutuhan rumah pribadi ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

- Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Nias.



Disahian di Gunungsitoli .
sabh) . i
pada tanggal 26 Juli ‘200‘.‘

BUPATI NIAS,

Dto

BINAHATI B.BAEHA

i i1 Gu itoli
Diundangkan di Gunungsito
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAFRAH KABUPATEN NIAS,
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FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 38

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN
DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

UMUM

{ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan
{ sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa
! penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus
| ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan
{ Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang, -

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan

{ pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut

dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain
berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.



Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak |
Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi
peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan
menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah :

ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka penetapan tarif Pajak |
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 °
Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian '
Golongan C dipandang agak memberatkan kepada para Wajib Pajak yang -

membangun rumah pribadi sehingga perlu untuk direvisi kembali.

Dengan demikian, materi Peraturan Daerah dititikberatkan untuk
menetapkan perubahan tarif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan

Galian Golongan C.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 5

Yang dimaksud dengan tarif pajak adalah nilai harga pasar pada
setiap lokasi bahan galian golongan C yang ditetapkan secara
periodik oleh Kepala Daerah, dihitung dengan cara jumlah |
pemakaian bahan galian golongan C yang tercantum RAB bagi
Proyek Pemerintah dikalikan harga dasar dan tarif pajak 20%;

sedangkan untuk bangunan pribadi dihitung dengan cara nilai

harga dasar dikali dengan volume dikalikan dengan tarif pajak

5%.

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 73
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